
 

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN 

PEMBERATAN OLEH KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA 

YOGYAKARTA  

 

  

 

 

 

SKRIPSI 

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH 

GELAR SARJANA STRATA SATU 

DALAM ILMU HUKUM 

 

OLEH: 

MINARSIH 

12340034 

 

DOSEN PEMBIMBING: 

1. PROF. DR. H. MAKHRUS S.H., M.HUM 

2. DR. AHMAD BAHIEJ S.H., M.HUM 

 

ILMU HUKUM 

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA 

2016 



ii 

 

ABSTRAK 

Tingkat kejahatan semakin hari semakin meningkat, meskipun ada sanksi 

pidana yang tujuannya untuk menjerakan pelaku kejahatan tetap saja tidak 

membuat pelaku jera, dan calon pelaku takut untuk melakukan tindak pidana. 

Khususnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Daerah 

Istimewa Yogyakarta yang mendominasi dibandingkan tindak pidana-pidana 

lainnya. Oleh karena itu perlu untuk dilakukan upaya penanggulangan tindak 

pidana pencurian dengan pemberatan agar bisa mengurangi kuantitas atau 

minimal bisa menekan tingkat tindak pidana pencurian dengan pemberatan, 

khususnya upaya penanggulangan yang dilakukan Kepolisian Daerah Istimewa 

Yogyakarta sebagai institusi Polri sebagai salah satu penegak hukum.    

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 

menggunakan metode analisis deskriptif dan bersifat yuridis-empiris. Adapun 

pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Sumber data primer adalah 

hasil wawancara dengan Polda DIY yaitu bagian Direktorat reserse kriminal 

umum tentang upaya penegakan hukumnya dan Direktorat pembinaan masyarakat 

dan Direktorat Samapta Bhayangkara dalam upaya penanggulangan tindak pidana 

pencurian dengan pemberatan. Adapun data sekunder diperoleh dari bahan-bahan 

kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada literatur, perundang-undangan serta data 

lain yang relevan. Dalam penelitian ini analisisnya menggunakan teori 

penanggulangan kejahatan dan teori penegakan hukum Soerjono Seokamto. 

Dari hasil wawancara dengan Kompol Ambar bagian Ditreskrimum 

menyebutkan bahwa hal yang paling berpeluang untuk terjadinya tindak pidana 

pencurian dengan pemberatan adalah faktor kesempatan, kesempatan itu timbul 

karena kelengahan korban dalam menjaga barang-barang berharga mereka. 

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP dan pasal 365 KUHP 

yang merupakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang memiliki unsur 

pemberatan. Upaya penaggulangan yang telah dilakukan Polda DIY antara lain 

penegakan hukum yaitu oleh Ditreskrimum, pembinaan, penyuluhan hukum, dan 

kerjasama dengan ormas, sekolah (Paud sampai perguruan tinggi), tokoh 

masyarakat, pesantren oleh Ditbinmas, dan patroli yang dilakukan Ditsabhara. 

Dari tugas yang dilaksnakan oleh Polda tersebut sudah sesuai dengan yang ada 

dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, yaitu Pasal 13, 14,15 dan 16. Upaya yang telah dilakukan oleh Polda 

dirasa kurang maskimal, sehingga belum dapat menurunkan tingkat kejahatan 

khususnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan.  

 

Kata kunci : Pencurian pemberatan, Penanggulangan,dan Penegakan Hukum 
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MOTTO 

 

 

”Man jadda wa jada” 

 

“Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat kepada 

sesama manusia” 

 

“Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan 

menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya 

surgalah tempat (nya).” (An-Naziat 40-41). 

 

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar- 

benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap 

dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun 

miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu 

mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan 

jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, 

maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang 

kamu kerjakan”. (QS. An Nisaa : 135 ) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Konstisusi Negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 dalam 

Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa ” Indonesia adalah Negara hukum”
1
 selain itu 

dalam Penjelasan Umum Pembukaan UUD 1945 Tentang Sistem Pemerintahan 

Negara dijelaskan bahwa:  

“Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum tidak berdasar atas 

kekuasaan belaka”. Artinya bahwa di dalam Negara Republik Indonesia segala 

sesuatu dan pengaturan dalam aspek bernegara diatur berdasarkan atas hukum. 

Serta tujuan dari adanya hukum adalah untuk mengatur tata kehidupan masyarakat 

dan menciptakan keamanan, kesejahteraan dan keadilan sosial.   

Sedangkan tujuan pidana adalah untuk pembalasan (revenge) atau untuk 

tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak 

yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan.Ini adalah tujuan yang paling tua 

dari pemidanaan.
2
 Sedang tujuan pidana yang dipandang sekarang adalah: 

penjeraan, baik bagi pelaku atau bahkan mereka yang berpotensi melakukan 

kejahatan, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan 

kepada penjahat, guna membina pelanggar hukum dengan tujuan setelah penjahat 

                                                           
 1Pembukaan UUD 1945 

 
2
Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, (Jakarta:Pradnya Paramita, 

1993), hlm. 24.  
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keluar dari penjara atau selesai masa hukuman dapat diterima oleh masyarakat 

lagi. 

 Meskipun sudah ada hukuman bagi pelaku kejahatan, hal tersebut tidak 

mengurangi seseorang untuk melakukan perbuatan pidana. Hal ini terbukti dengan 

semakin meningkatnya perbuatan pidana dari waktu ke waktu. Seiring 

berkembangya modernisasi akan memberikan peluang, inisiatif atau modus baru 

dalam melakukan kejahatan. Misalnya penipuan online, pencurian sepeda motor 

dengan cairan kimia tertentu (pengganti kunci T tapi tetap dengan melakukan 

upaya paksa) dan lainnya. 

 Kejahatan sering terjadi dengan berbagai latar belakang, yang sering 

dijumpai misalnya karena faktor ekonomi. Seseorang dapat berlaku nekat mencuri 

karena alasan tidak ada biaya untuk hidup, penggangguran atau bahkan memang 

berawal dari kebiasaan buruk atau penyakit masyarakat seperti perjudian, mabuk, 

serta prostitusi, bahkan narkotika. Karena untuk memenuhi kebiasaan buruk 

mereka dengan kondisi keuangan yang kurang bahkan penggangguran menjadikan 

mereka melakukan tindak pidana, khususnya pencurian. 

Tingkat kejahatan lebih sering terjadi di kota-kota besar. Karena di sini 

tingkat kesenjangan sosial cukup tinggi, dan banyak pendatang baru atau 

perantauan yang ikut memenuhi lapangan kerja yang tersedia. Data kependudukan 

Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014 menyebutkan jumlah penduduk 

sebanyak 3.551.679 jiwa pada tahun 2014 naik menjadi 3.595.265 jiwa pada 
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tahun 2015 atau mengalami kenaikan sebanyak 43.586 jiwa selama setahun
3
. 

Kenaikan juga terjadi pada jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Data press realise tahun 2015 Polda Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang selanjutnya disingkat D.I Yogyakarta menyebutkan bahwa 

angka kriminalitas mengalami peningkatan dibandingan pada tahun sebelumnya. 

Di tahun 2014 lalu, total tindak kriminal sebanyak 5.679 kasus. Dan sesuai 

perhitungan Dithumas Polda D.I Yogyakarta pada tahun 2015 mengalami 

peningkatan yaitu menjadi 6.619 kasus atau naik sebanyak 940 kasus.
4
 

Data kasus tersebut tindak pidana yang mendominasi adalah tindak pidana 

pencurian dengan pemberatan yang mencapai 710 kasus, sedangkan pencurian 

biasa dengan jumlah 702 kasus, pencurian kendaraan bermotor sebanyak 512 

kasus. Kemudian disusul dengan kasus pengelapan, penganiayaan, kekerasan 

rumah tangga, penyalahgunaan narkotika dan kasus kejahatan lainnya. 

 Tindak pidana pencurian yang terjadi di D.I Yogyakarta ada berbagai jenis 

mulai tindak pidana pencurian biasa, pencurian dengan kekerasan, pencurian 

kendaraan bermotor sampai pencurian dengan pemberatan. Dan yang paling 

sering terjadi pada tahun 2015 adalah tindak pidana pencurian dengan 

pemberatan. 

                                                           
3
 Data Hasil Konsolidasi dan Pembersihan Database Kependudukan oleh Ditjen 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, diolah Bagian Kependudukan Biro Tata 

Pemerintahan Setda DIY 

4
 Data presrealis Akhir tahun Polda DIY pada 30 Desember 2015 (data dithumas periode 

November 2015) 
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Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal Pasal 363 

yang berbunyi sebagai berikut: 

(1) Diancam denagn pidana penjara paling lama tujuh tahun: 

Ke-1: Pencurian ternak 

Ke-2: pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bahaya banjir, letus, gempa 

bumi atau laut, gunung meletus, kapal karam, terdampar, kecelakaan kereta api, 

huru-hara, pemberontakan, bahaya perang 

Ke-3:pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup 

yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau 

tidak dikehendaki yang berhak 

Ke-4:pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan cara bersekutu 

Ke-5:pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, dan untuk 

sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan untuk merusak, memotong atau 

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan 

palsu.  

(2) Pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu hal tersebut 

ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana paling lama sembilan tahun” 

Dan Pasal 365
5
 yang berbunyi: 

(1) Diancam  dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang 

didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 

terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah 

pencurian atau dalam hal tertangkap tangan atau memungkinkan melarikan diri 

sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. 

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun : 

Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau 

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api 

atau trem yang sedang berjalan. 

Ke-2 jika perbuatan dilakuakn oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu 

Ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau 

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian 

jabatan palsu. 

Ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat 

(3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling 

paling lama lima belas tahun. 

(4) Diancam dengan pian mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama 

waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan 

luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, 

pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no 1 dan 3 

                                                           
5
 Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)  Hlm. 

129 
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Tingkat tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang mendominasi 

tersebut membuat masyarakat khawatir dengan keamanan harta benda mereka. 

Selain itu juga dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang 

meningkat tingkat keamanan masyarakat terganggu. Padahal yang menghuni 

wilayah D.I Yogyakarta tidak hanya warga asli tetapi juga banyak warga 

pendatang khususnya pelajar/mahasiswa. Hal ini akan menurunkan tingkat 

kepercayaan masyarakat akan wilayah D.I Yogyakarta yang aman.    

Penegakan hukum sangat diperlukan untuk mengatasi tindak pidana yang 

sudah terjadi dan untuk yang belum terjadi perlu dilakukan upaya penanggulangan 

agar tindak pidana tidak semakin banyak terjadi, serta dapat mengembalikan 

predikat aman pada D.I Yogyakarta terhadap masyarakat. 

Dalam penegakkan hukum tersebut ada aparat yang berwenang untuk 

menegakkan hukum anatara lain: Hakim, Jaksa, Pengacara dan salah satunya 

adalah Kepolisian. Sesuai dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang 

Kepolisian Republik Indonesia telah mengatur tugas dan fungsi aparat Kepolisian. 

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 tentang tugas Kepolisian:
6
 

“Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum 

dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. 

 

Antara tugas dan fungsi yang dimiliki kepolisian pada dasarnya adalah 

untuk menjamin ketertiban dan penegakkan hukum. 

                                                           
 

6
 Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2002  tentang Kepolisian Republik Indonesia 
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 Tugas kepolisian tidak hanya kaitannya dengan proses penegakkan hukum 

saja tetapi juga terkait langkah-langkah untuk mencegah terjadinya tindak pidana 

atau kriminalitas. Upaya pencegahan kejahatan tersebut adalah langkah stategis 

untuk menghadapi tindak kriminal yang semakin berkembang belakangan ini. 

 Kejahatan yang meningkat dari tahun sebelumnya perlu untuk dilakukan 

pencegahan kejahatan khususnya oleh pihak Kepolisian agar tidak terjadi lagi 

untuk tahun selanjutnya. Selain itu langkah apa saja yang bisa dilakukan oleh 

masyarakat untuk mendukung pencegahan tersebut. 

Khususnya tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang 

terjadi di D.I Yogyakarta, bagaimana cara untuk menanggulangi tindak pidana 

khususnya pencurian dengan pemberatan, agar tahun selanjutnya tidak terjadi lagi 

kenaikan atau minimal dapat berkurang tingkat pencurian dengan pemberatan 

yang ada di D.I Yogyakarta. 

Dari data di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang upaya kepolisian 

untuk menangani kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Daerah 

Istimewa Yogyakarta dengan mengambil judul “Penanggulangan Tindak Pidana 

Pencurian dan Pemberatan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 

penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah 

Yogyakarta? 
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2. Apakah upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta 

dapat mengurangi kuantitas tindak pidana pencurian dengan pemberatan? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan Polda 

Yogyakarta dalam menaggulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan 

di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

2. Kegunaan penelitian  

a. Kegunaan teoritis/ akademis 

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan pengetahuan 

ilmu hukum pada umumnya dan ilmu pidana pada khususnya. Selain itu penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan arahan bagi penulisan penelitian lebih lanjut 

tentang pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian  

b. Kegunaan praktis 

1) Bagi penulis 

Memperluas pengetahuan tentang upaya Polri dalam melakukan 

pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan 

2) Bagi aparat hukum 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan dan  bahan 

pertimbangan bagi aparat kepolisian di daerah lain dan dijadikan pandangan 

kedepan dalam penanggulangan tindak pencurian dengan pemberatan agar 

pengungkapan dan penegakkan dilakukan dengan baik. 
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3) Bagi masyarakat 

Dengan penelitian ini masyarakat bisa mendapat informasi tentang 

bagaimana pencegahan dan penanggulangan tindak pencurian dengan pemberatan 

dan dapat mendukung upaya yang dilakukan oleh kepolisian. 

 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hail-hasil 

penelitian yang pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu dan meiliki keterkaitan 

dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun literatur yang didalamnya 

membahas tentang pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian 

dengan pemberatan. 

Skipsi yang ditulis oleh Rumondang Sagala yang berjudul “ Peran  

Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian (Studi di Polresta 

Binjai)”
7
membahas tentang wewenang kepolisian dalam sistem peradilan pidana 

dan dalam pembahasan berikutnya  membahas upaya dan hambatan polisi dalam 

menanggulangi tindak pidana pencurian secara umum. Selain itu disini 

ditambahkan contoh kasus pencuriannya juga. Sedangkan yang peneliti teliti 

adalah pencegahan dan penganggulangan tindak pidana pencurian dengan 

pemberatan, berbeda dengan peneliti sebelumnya  yang hanya membahas 

pencurian secara umum hal lain yang berbeda adalah tempat penelitian yang 

peneliti sebelumnya adalah di Polresta Binjai sedangkan yang peneliti sekaang 

                                                           
7
Rumondang Sagala “ Peran Kepolisian dalam Menaggulangi Tindak Pidana Pencurian” 

Skipsi fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2009 
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adalah di Polda Yogyakarta dari tempat yang berbeda tentunya tingkat kejahatan 

dan bentuk pencegahan berbeda juga. 

Skripsi yang ditulis oleh Yulianti yang berjudul “Tinjauan Yuridis 

Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan oleh 

Anak”
8
dalam skripsi ini membahas tentang pengertian pencurian secara umum 

dan pencurian dengan pemberatan, tinjauan umum tentang anak. Dan selanjutnya 

membahas tentang penerapan hukuman terhdap pidana pencurian dengan 

pemberatan dengan studi kasus putusan No. 1561/Pid.B/2010/PN MKS, mulai 

dari posisi kasus, dakwaan, amar putusan pertimbangan hakim dan analisis. 

Berbeda dengan yang peneliti lakukan dalam penelitian diatas pelakunya adalah 

anak dan menggunakan metode Kepustakaan, sedangkan yang peniliti lakukan 

adalah file research dengan fokusnya adalah pencurian dengan pemberatan secara 

umum, dan tidak spesifik pelakunya adalah anak.  

Skripsi yang ditulis oleh Amrullah Usamugi yang berjudul “Tinjauan 

Kiminologis Terhadap Pencurian Dengan Pemberatan”
9
dalam skripsi ini 

membahas analsis penanggulangan tindak pidana pencurian yang telah dilakukan 

kepolisian daerah hukum Gunungkidul berbeda dengan yang peniliti lakukan, 

pertama pembahasan yang peniliti lakukan adalah pencurian dengan pemberatan 

berbeda dengan peneliti sebelumnya yang hanya membahas pencurian biasa, dan 

                                                           
8
Yulianti “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan 

Yang Dilakukan Oleh Anak” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2012. 

9
Assamiiu Iswan “Penanggulanagn Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Gunung 

Kidul” Skripsi fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakata, 2014  
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untuk wilayahnya dalam peneliti sebelumnya hanya mencakup wilayah 

Gunungkidul saja sedangkan yang ini peneliti lakukan wilayah hukumnya lebih 

luas yaitu daerah Yogyakarta. 

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu belum 

ada yang membahas tentang pencegahan dan penaggulangan tindak pidana 

pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polda Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Dan kebanyakan objek yang diteliti berbda dengan yang akan 

peneliti teliti selain itu pembahasan dan lokasi penelitian juga berbeda dengan 

peneliti sebelumnya. 

 

E. Kerangka Teoretik 

Dalam kerangka teoritik ini menggunakan beberapa teori untuk dijelaskan 

sebab-sebab terjadinya pencurian diantaranya sebagai berikut: 

1. Teori tentang Penanggulangan kejahatan 

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan 

kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (criminal policy). Kebijakan 

kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan 

sosial” (social policy) yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk 

kesejahteraan sosial” (social welfare policy) dan “kebijakan/upaya-upaya untuk 

melindungi masyarakat” (social defence policy)
10

. Penanggulangan kejahatan 

harus dilakukan dengan  “pendekatan integral” ada keseimbangan sarana penal 

                                                           
10

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 

Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.77 
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dan non penal. Dan dilihat dari sudut politik kriminal yang paling strategis adalah 

melalui sarana non penal, karena lebih bersifat preventif  dan karena kebijakan 

penal mempunyai keterbatasan dan kelemahan . 

Apabila pidana akan digunakan untuk sarana penanggulangan kejahatan 

dan pencapaian tujuan pidana maka harus memperhatikan pendekatan humanitis 

yang artinya pidana yang dikenakan pada si pelanggar tidak hanya memperhatikan 

nilai kemanusiaan tapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar 

akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat
11

 

2. Teori tentang penegakan hukum 

Penegakan hukum mempunyai arti melaksanakan peratutan atau ketentuan 

yang ada dalam masyarakat. Lebih luas lagi penegakan hukum adalah suatu 

kegiatan untuk mengendalikan kejahatan.  

Penegakan hukum apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka 

penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui 

beberapa tahap.
12

Pertama, tahan formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in 

abstarcto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap 

legislative. Kedua, tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh 

aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai Pengadilan. Tahap 

kedua ini dapat pula disebut tahap tahap kebijakan yudikatif. Tahap ketiga, tahap 

eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat 

                                                           
11

Barda Nawawi Arief , Kebijakan Legislatif dalam penanggulangan Kejahatn dengan 

Pidana Penjara, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 42 

12
Dikutip dari, Kutip dari Teguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana , 

(Bandung : Nusa Media, 2010), hlm.111 
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pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau 

administratif. 

Dalam penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin 

adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga 

kepolisian, kejaksaan, pengadialn, dan lembagan masyakarakat. 

Kemudiaan Soerjono Sukamto menyatakan
13

 

a. Hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang 

saja 

b. Penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan 

hukum 

c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 

d. Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan 

e. Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa 

manusia di dalam pergaualn hidup. 

Jika kelima faktor  tersebut  dijadikan tolok ukur dalam proses penegakan 

hukum oleh kepolisian untuk melihat faktor pendorong dan penghambat dalam 

pelaksanaan tugansya maka dijabarkan sebagai berikut
14

 

                                                           
13

Soerjono Soekamto, Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 3 

14
Ibid, hlm. 4 
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a. Faktor hukum, secara ideal unsur-unsur harus harmonis artinya tidak saling 

bertentangan dengan peraturan lain. Selain itu juga bahasa yang digunakan 

harus jelas, sederhana, dan tepat. 

b. Faktor penegakan hukum, dalam fungsi hukum mentalitas para penegak hukum 

mempunyai peran penting. Kalau peraturan sudah baik, tapi kualiats penegak 

hukumnya kurang baik maka akan timbul masalah.  

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung, yaitu mencakup perangkat lunak dan 

keras. Perangkat lunak adalah pendidikan pada penegak hukum, pendidikan 

tersebut terkait perkembangan kejahatan dan cara penanganannya, misalnya 

tentang cyber. Perangkat kerasnya adalah berupa fisik yaitu perlengkapan yang 

digunakan untuk menunjang kinerja penegak hukum. 

d. Faktor masyarakat, salah satu keberhasilan dalam penegakan hukum adalah 

peran serta masyarakat dalam kesadaran untuk mematuhi peraturan dan proses 

pencegahan kejahatan. 

e. Faktor kebudayaan, dalam hal ini kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang 

perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan 

dan apa yang dilarang. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian field reasearch, yaitu penelitian yang 

menggambarkan atau menjelaskan serta memberi data sedetail mungkin mengenai 

permasalahan yang terjadi di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta 

2. Sumber Data 
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a. Data Primer 

Keterangan yang secara langsung diperoleh  dari di Kepolisian Daerah 

Istimewa Yogyakarta 

b. Data Sekunder 

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, 

dalam hal ini mengacu pada literature, perundang-undangan, kasus-kasus 

pencurian dengan pemberatan yang pernah terjadi di wilayah hukum Yogyakarta 

(di Kepolisian) serta data lain yang relevan dengan penyusunan penelitian ini 

yang kemudian dibedakan menjadi:  

1) Bahan hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari 

perundang-undangan. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer. Berupa buku, jurnal penelitian tentang hukum 

atau tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti, kamus hukum dan 

ensikopledia. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis 

4. Sifat Penelitian 
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Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis-empiris 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara yaitu suatu acara memperoleh informasi langsung dari Kepolisian 

Daerah Istimewa Yogyakarta tetang segala aktifitas yang berhubungan dengan 

tindak pidana pencurian dengan pemberatan. 

b. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-

undanagn yang berlaku dan arsip-arsip yang ada yang sesuai dengan materi 

yang peneliti bahas. 

6. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan 

menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas dengan 

kalimat-kalimat untuk menjawab perihal hambatan-hambatan pelaksanaan 

penyelesaian hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan. 

 

G. Sitematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas 

mengenai pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika dengan 

membagi pembahasan sebagai berikut: 

Bab pertama, berisi uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoti, metode penelitian an 

sistematika pembahasan. 
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Bab kedua membahas tentang deskripsi Kepolisian Daerah Istimewa 

Yogyakarta, yang terdiri dari gambaran umum Polda DIY, tugas dan kewenangan 

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal penanggulangan tindak pidana 

pencurian dengan pemberatan oleh beberapa Direktorat yang ada di bawah 

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain, Direktorat Kriminal Umum 

(Direskrimum), dalam upaya penegakan hukum pencurian dengan pemberatan, 

Diretorat pembinaan masyarakat (Ditbinmas) dalam upaya penanggulangan dan 

Diretorat samapta bhayangkara (Ditsabhara).  

 Bab ketiga berisi tentang tinjauan umum tindak pidana pencurian, tentang 

pengertian tindak pidana pencurian, unsure-unsur pencurian, jenis-jenis pencurian 

serta penanggulangan tindak pidana pencurian. 

 Bab keempat berisi tentang data yang diperoleh di Polda DIY Tentang 

upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan 

analisisnya. 

Bab kelima berisi tentang penutup yaitu kesimpulan dan saran.  



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Peningkatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada 

tahun 2015 yang masuk dalam kategori kejahatan yang mendominasi, sehingga 

perlu dilakukan upaya penanggulangan yang efektif agar dapat menekan tindak 

pidana khususnya pencurian dengan pemberatan. 

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polda D.I Yogyakarta dalam hal 

penanggulangan pencurian dengan pemberatan antara lain: 

a. Upaya yang dilakukan Diterkrimum adalah dengan penindakan pencurian 

dengan pemberatan, mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai 

pelimpahan bekas ke persidangan. Selain itu juga melakukan operasi miras, 

perjudian bahkan prostitusi karena kejahatan tersebut yang sering 

melatarbelakangi terjadinya pencurian dengan pemberatan. Sehingga perlu 

dilakukan pemberatasan penyakit masyarakat tersebut. 

b. Upaya yang dilakukan ditbinmas adalah dengan menjalin kerjasama dan 

silaturahim kepada masyarakat, tokoh agama, sekolah bahkan pondok 

pesantern dengan melakukan penyuluhan dan pembinaan terkait hukum, 

selain itu juga pengawasan ronda oleh polmas dan pelatihan satpam. 

Pembinaan dilakukan mulai anak usia dini, pelajar dan mahasiswa. 
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c. Upaya yang dilakukan Ditsabhara adalah dengan meningkatkan patroli di 

wilayah yang rawan terjadi tindak pencurian dengan pemberatan, dan 

peningkatan patroli pada jam-jam rawan. 

Upaya yang telah dilakukan oleh polda DIY kurang maksimal sehingga 

belum dapat menurunkan tingkat kejahatan pencurian dengan pemberatan. 

Karena dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang dihadapai 

khususnya dalam penindakan terkait kurang bukti, kurang personil dan lainnya. 

Sehingga perlu ditingkatkan lagi kerjasama terutama kepada masyarakat. 

 

B. Saran  

Upaya lain yang dapat dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana 

pencurian dengan pemberatan yaitu 

1. Meningkatkan pembinaan dan penyuluhan khusunya terkait kehati-hatian 

dalam menjaga harta benda mereka dan kesadaran serta pengetahuam terhadap 

hukum. 

2. Lebih digiatkan lagi patroli dan pos ronda yang sudah ada dimsyarakat 

3. Hal terpenting adalah dengan penguatan dan ketahanan keluarga, penguatan 

dan ketahanan tersebut dimulai dengan cara menjadikan keluarga sebagai 

wahana pertama dalam melaksanakan keimanan dan eketaqwaan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. Menumbuhkan nilai-nilai moral di dalamnya melalui tauladan 

dari orang tua.  
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Menguatkan cinta dan kasih sayang diantara anggota keluarga sehingga 

terbentuk empati, keakraban, dan keluarga dijadikan sebagai tempat perlindungan 

yang mampu menciptakan rasa aman bagi anggotanya. 

Penguatan pada tingkat keluarga juga dibarengi dengan kerjasama antara 

tokoh agama dan pesantren terkait pemahaman keagamaan, sehingga terbentuk 

sinergi yang positif dalam upaya penaggulangan tindak pidana pencurian dengan 

pemberatan kejahatan. 

Setelah dilakukan pembinaan dan penyuluhan tentang hukum mulai dari 

anak usia dini, pelajar dan mahasiwa dan penyuluhan keagamaan kepada 

masyarakat terutama orangtua oleh tokoh agama diharapkan dapat efektif untuk 

menciptakan masyarakat yang bermoral, serta pemberian himbauan yang terus 

menerus kepada masyarakat tentang kewaspadaan terhadap kejahatan, dan 

peningkatan kesadaran tentang kerjasama dalam menanggulangi kejahatan 

diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan yang ada, terutama pencurian 

dengan pemberatan. 
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